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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA 

BERGELANDANGAN 

A. Pengertian Hukum Pidana. 

Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih daripada 

satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan di antara 

rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna 

yang dapat diberlakukan secara umum.59 

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu 

negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan 

yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang 

melakukannya. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar 

larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan 

pidana itu dapat dilaksanakan.60 Hukum pidana adalah Hukum yang mengatur 

tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan 

umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu 

penderitaan atau siksaan.61 Menurut Prof. Dr. W.L.G. Lemaire, memberikan 

definisi bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-

keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah 

dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang 

bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu 

 
59 P.A.F. Lamintang, op.cit., hlm. 1. 
60 Eddy, O.S. Hiariej, op.cit., hlm. 1. 
61 C.S.T. Kansil, op.cit., hlm. 257.  
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merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-

tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana 

terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan 

bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang 

dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.62 

Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu 

disebut dengan ius poenale dan ius puniend. Ius poenale merupakan pengertian 

hukum pidana objektif. hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah 

"aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana."63 Pada bagian 

lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai “Semua tindakan-

tindakan keharusan (gebod) dan larangan (verbod) yang dibuat oleh negara atau 

penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita 

khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat 

bagi akibat hukum itu.64 Hukum pidana dalam arti objektif antara lain terdiri dari 

seluruh peraturan yang memuat syarat-syarat mengenai akibat hukum pelanggaran 

terhadap larangan-larangan atau keharusan-keharusan itu telah diatur.65 

Sementara itu hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, 

yaitu :66 

 
62 P.A.F. Lamintang, op.cit., hlm.2. 
63 Ida Bagus Surya Darma Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana , 

USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm. 2. 
64 S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya , Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 

1986, hlm. 13. 
65 P.A.F. Lamintang, op.cit., hlm.5. 
66 Ibid.,  hlm. 4. 
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a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni 

hak yang relah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah 

ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif; 

b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-

peraturannya dengan hukuman. 

 Hukum pidana positif adalah hukum pidana yang berlaku di dalam garis-garis 

perbatasan suatu negara atau suatu masyarakat hukum umum tertentu pada suatu 

waktu yang tertentu.67 

 Selanjutnya hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi hukum pidana material 

dan hukum pidana formal. Dan hukum pidana material dan hukum pidana formal 

itu sendiri memiliki perbedaan. 

 Menurut Profesor van HAMEL, hukum pidana material itu menunjukan asas-

asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan 

hukuman, sedang hukum pidana formal menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-

jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana material.68 

 Menurut Profesor van HATTUM, termasuk ke dalam hukum pidana material  

yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan 

yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah 

orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut 

dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut. 

Orang dapat menyebutnya sebagai hukum pidana yang abstrak. Hukum pidana 

 
67 Ibid., hlm. 5. 
68 Ibid., hlm. 10 
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formal itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya 

hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Biasanya 

orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.69 

 Menurut Profesor SIMONS, hukum pidana material iu memuat ketentuan-

ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan 

mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, 

penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan 

mengenai hukuman-hukumannya sendiri; jadi ia menentukan tentang bilamana 

sesorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilama hukuman 

tersebut dapat dijatuhkan. Hukum pidana formal itu mengatur bagaimana caranya 

negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk 

menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara 

pidana.70 

B. Pengertian Gelandangan. 

a. Pengertian Gelandangan. 

Secara istilah, gelandangan berasal dari kata gelandangan yang artinya yaitu 

selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap.71 Istilah 

“gelandangan” berasal dari “gelandang” yang berarti selalu mengembara, yang 

berkelana (lelana) menurut istilah dahulu dan yang lebih netral sifatnya. Menurut 

deskripsi tersebut gelandangan dilukiskan sebagai orang-orang yang tidak 

 
69 Ibid., hlm. 11. 
70 Ibid. 
71 Parsudi Suparlan, Kemiskinan diperkotaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 23. 

::repository.unisba.ac.id::



38 
 

 
 

mempunyai pekerjaan tetap dan layak, serta tidak memiliki tempat tinggal tetap dan 

layak, dengan ditambah makan di sembarang tempat.72 

Kosa kata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan 

gelandangan dan pengemis tersebut dimasyarakat Indonesia adalah Tunawisma.73 

Kemudian kita lihat dan bandingkan dengan fenomena gelandangan dan pengemis 

yang terjadi di luar Negeri seperti Amerika Serikat, maka istilah populer yang 

sering digunakan di Amerika Serikat untuk menyebut gelandangan dan pengemis 

adalah Homeless.74 

Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa 

pengertian gelandangan dan pengemis, yaitu: gelandangan adalah “orang yang 

tidak punya tempat tinggal tetap, tidak tentu pekerjaannya, berkeliaran, mondar-

mandir kesana-sini, tidak tentu tujuannya, bertualang”.75 Berikutnya, pengemis 

adalah “orang yang meminta- minta”.76 

Pengertian gelandangan dan pengemis tercurah didalam Pasal 1 angka 1 dan 

angka 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang 

Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis :77 

1) Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak 

sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, 
serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di 
wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. 

 
72 Onghokham, Gelandangan: Pandangan Ilmuwan Sosial , LP3ES, Jakarta, 1994, hlm. 3. 
73 Magfud Ahmad, Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gep eng), Jurnal 

Penelitia STAIN Pekalongan: Vol.7, No.2, 2010, Pekalongan, hlm 2. 
74 Engkus Kuswarno, Metode Penelitian Komuniaksi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan 

Pendekatan Praktis: “Manajemen Komunikasi Pengemis”, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 

2008, hlm. 88. 
75 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Balai 

Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 281. 
76 Ibid, hlm. 532. 
77 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980, Pasal 1 angka (1) dan (2). 
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2) Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan 

memintaminta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk 
mengharapkan belas kasihan dari orang lain. 

Departemen Sosial Republik Indonesia juga memberikan rumusan yang sama 

dengan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan 

Gelandangan dan Pengemis mengenai pengertian gelandangan dan pengemis 

tersebut sebagai berikut: ”Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam 

keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat 

setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah 

tertentu dan hidup mengembara di tempat umum sedangkan pengemis adalah 

orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum 

dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang”.78 

Kemudian, menurut Muthalib dan Sudjarwo dalam Iqbali 2005 gelandangan 

dan pengemis adalah kelompok yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam 

kemiskinan dan keterasingan, mereka sudah terbiasa hidup dengan kemiskinan dan 

ketebatasan.79 

Selanjutnya, menurut Pasurdi Suparlan, Gelandangan berasal dari kata 

gelandang dan mendapat akhiran “an”, yang selalu bergerak, tidak tetap dan 

berpindah-pindah. Suparlan juga mengemukakan pendapatnya tentang apa yang 

dimaksud dengan masyarakat gelandangan adalah sejumlah orang yang bersama-

sama mempunyai tempat tinggal yang relatif tidak tetap dan mata pencariannya 

 
78 Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Standar Pelayanan 

MinimalPelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, Depsos RI, Jakarta , 2005, 

hlm. 5. 
79 Isma Riskawati, Abdul Syani, “Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan d an Pengemis (Studi 

Pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)”, 

Jurnal Sociologie, Vol.1, No.1, September 2013, hlm. 43. 
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relatif tidak tetap serta dianggap rendah dan hina oleh orang-orang diluar 

masyarakat kecil yang merupakan suatu masayarakat yang lebih luas. Tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya serta norma-norma yang ada 

pada masyarkat gelandang tersebut tidak pantas dan tidak dibenarkan oleh 

golongan-golongan lainnya dalam masyarakat yang lebih luas yang mencakup 

masyarakat kecil itu.80 

Menurut Y. Argo Twikromo, Gelandangan adalah orang yang tidak tentu 

tempat tinggalnya, pekerjaannya dan arah tujuan kegiatannya.81 Sementara menurut 

Dimas Dwi Irawan, Khusus untuk kata pengemis lazim digunakan untuk sebutan 

bagi orang yang membutuhkan uang, makan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari 

orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, 

seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik, atau bungkus 

permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari 

meminta-minta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan 

berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidak berdayaan mereka karna 

lapangan kerja yang sempit.82 

Dengan demikian, gelandangan dapat diartikan sebagai orang yang lontang 

lantung karena tidak mempunyai tempat tinggal atau mempunyai tempat tinggal 

yang tak layak dan yang tidak bermata pencaharian atau bermata pencaharian yang 

 
80 Parsudi Suparlan, Gambaran Tentang Suatu Masyarakat Gelandangan Yang Sudah Menetap , 

FSUI, Jakarta, 1978, hlm. 1. 
81 Y. Argo Twikromo, Gelandangan Yogyakarta: Suatu Kehidupan Dalam Bingkai Tatanan 

Sosial-Budaya “Resmi”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm. 6. 
82 Dimas Dwi Irawan, Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis, Titik Media 

Publisher, Jakarta, 2013, hlm. 1. 
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tak layak. Berdasarkan definisi tersebut, maka gelandangan dapat dibagi menjadi 4 

golongan:83 

a. Tuna-karya dan tuna-wisma. 

Tuna-karya dan tuna-wisma adalah sama sekali tidak mempunyai 

pekerjaan dan tidak bertempat tinggal yang tetap. 

b. Tuna-karya dan berwisma tak layak. 

Tuna-karya dan berwisma tak layak adalah sama sekali tidak 

mempunyai pekerjaan, tetapi mempunyai tempat tinggal tetap yang tak 

layak. 

c. Berkarya-tak layak dan tuna-wisma. 

Berkarya-tak layak dan tuna-wisma adalah yang mempunyai pekerjaan 

yang tak layak dan tak bertempat tinggal tetap. 

d. Berkarya-tak layak dan berwisma-tak layak. 

Berkarya tak layak dan berwisma tak layak adalah yang mempunyai 

pekerjaan yang tak layak, dan bertempat tinggal tetap yang tak layak. 

Berdasarkan dari paparan mengenai definisi dari gelandangan itu sendiri, maka 

dapat disimpulkan bahwa gelandangan adalah seseorang yang menjalankan hidup 

dalam lingkungan masyarakat dengan keadaan kehidupan sosial yang tidak normal 

serta mengembara untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal walupun itu tidak 

tetap. Sedangkan pengemis adalah seseorang yang menjalankan hidupnya dengan 

meminta-minta di muka umum untuk penghasilannya. 

 
83 Chainur Arrasjid, Gelandangan Dalam Pengertian Hukum Pidana , Fakultas Hukum USU, 

Medan, 1980, hlm. 3. 
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b. Ciri-Ciri dan Karakteristik Gelandangan. 

Gelandangan adalah seseorang yang menjalankan hidup dalam lingkungan 

masyarakat dengan keadaan kehidupan sosial yang tidak normal serta mengembara 

untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal walupun itu tidak tetap. Adapun ciri 

dari gelandangan sebagai berikut : 84 

5. Anak sampai usia dewasa. 

6. Tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara, atau menggelandang 

ditempat – tempat umum, biasanya dikota – kota besar. 

7. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berprilaku bebas atau 

liar, terlepas dari nomra kehidupan masyarakat umumnya. 

8. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta – minta atau mengambil sisa 

makanan atau barang bekas. 

 Oleh karna tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai 

alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir 

sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan 

menjalankan kehidupan sehari-hari. Karakteristik dari gelandangan yaitu : 

1. Tidak memiliki tempat tinggal. 

Kebanyakan dari gepeng dan pengemis ini mereka tidak memiliki tempat 

hunian atau tempat tinggal mereka ini biasa mengembara di tempat umum. 

2. Hidup di bawah garis kemiskinan. 

 
84 Ali Marpuji dkk, Gelandangan di Kertasurya dalam monografi, Surya Insani Press, Surakarta, 

1990, hlm. 40. 
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Para gepeng mereka tidak memiliki pengahsialn tetap yang bis amenjamin 

untuk kehidupan mereka kedepan bahkan untuk sehari hari saja mereka 

harus mengemis atau memulung untuk membeli makanan untuk 

kehidupannya. 

3. Hidup dengan penuh ketidak pastian. 

Para gepeng mereka hidup mengelandang dan mengemis di setiap harinya 

menreka ini sangat memprihatikan karna jika mereka sakit mereka tidak 

bisa mendapat jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri 

yaitu ASKES untuk berobat dan lain lain. 

4. Memakai baju yang compang camping 

Gepeng bisanya tidak pernah mengunakan baju yang rapi atau berdasi 

melaikan baju yang kumal dan dekil. 

c. Faktor-Faktor Penyebab Gelandangan. 

 Gelandangan dan pengemis disebut sebagai salah satu penyakit sosial (Patologi 

Sosial). Segala bentuk tingkah laku dan gejala-gejala sosial yang dianggap tidak 

sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa 

dintegrasikan dalam pola tingkah laku umum dikatagorikan sebagai penyakit sosial 

atau penyakit masyarakat85. 

 Permasalahan gelandangan itu sendiri tidak serta merta timbul begitu saja tetapi 

memiliki pemicu atau faktor-faktor yang mengakibatkan gelandangan tersebut ada, 

adapun faktor-faktor penyebab dari gelandangan itu sendiri adalah: 

 
85 Kartini Kartono, Patologi Sosial II Kenakalan Remaja, Ed. 1, Cet. 5, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2003, hlm. 4. 
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1. Masalah Kemiskinan. 

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan 

dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat 

mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak. 

Kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan banyaknya 

gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Dalam Perspektif mikro, 

kompleksitas kemiskinan terkait dengan keadaan individu yang relatif 

memiliki keterbatasan untuk keluar dari jerat kemiskinan. Diantaranya, 

seperti lamban dalam bekerja, tidak memiliki keahlian, keterbatasan 

finansial dan lain sebagainya. Sedangkan dalam tatanan makro, kemiskinan 

dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada, itu ditandai dengan adanya 

keterbatasan peluang dan kesempatan untuk bekerja.86 

2. Masalah Pendidikan. 

Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif 

rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak. 

Rendahnya pendidikan sangat berpengaruh pada terhadap kesejahteraan 

seseorang. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap persaingan di dunia 

kerja, oleh sebab itu pendidikan yang terlampau rendah dapat menimbulkan 

kemiskinan.87 

3. Masalah Keterampilan Kerja. 

 
86 Bagong Suyanto, Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya , Aditya Media, 

Yogyakarta, 1996, hlm. 2. 
87 Hartomo, Arnicun, Ilmu Sosial Dasar, PT.Bumi Angkasa, Jakarta, 2001, hlm. 329. 
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Keterampilan sangatlah penting dalam kehidupan, dengan keterampilan 

dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang dan dapat menciptakan 

kehidupan yang lebih baik khususnya pada diri sendiri dan umumnya pada 

lingkungan sekitar. Potensi diri dapat digalih di dunia pendidikan. Oleh 

sebab itu, pendidikan sangat erat kaitaannya dengan keterampilan, orang 

yang memiliki pendidikan rendah cendrung memiliki keterampilan rendah 

juga. Keterampilan sangatlah penting dalam kehidupan, dengan 

keterampilan seseorang dapat mengahasilkan dan memiliki aset produksi.88 

Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan 

yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja, ciri-ciri orang yang berada dalam 

garis kemiskinan adalah orang hidup di kota dengan usia muda namun tidak 

memiliki keterampilan.89 Sehingga tidak ada jalan lain baginya untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang pada akhirnya mereka pun harus 

mengemis di tempat-tempat umum. Oleh karena itu, kegiatan 

menggelandang dan mengemis adalah pilihan yang paling gampang untuk 

dilaksanakan guna memperoleh penghasilan secara mudah. Tetapi menurut 

mereka, mengemis itu terkadang agak sulit untuk memperoleh uang karena 

harus berkeliling dan mencoba serta mencoba untuk meminta-minta, 

dimana tidak semua calon pemberi sedekah langsung memberikannya, dan 

bahkan tidak memperdulikannya. 

4. Masalah Sosial Budaya 

 
88 Isma Riskawati, op.cit., hlm. 50. 
89 Hartono, Arnicun, op.cit., hlm.318. 
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Ada beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi 

gelandangan dan pengemis, yaitu: 

1) Rendahnya harga diri. 

Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak 

dimilikinya rasa malu untuk minta minta. 

2) Sikap pasrah pada nasib. 

Mereka menganggap bahwa kemiskinan adalah kondisi mereka sebagai 

gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan 

untuk melakukan perubahan. 

3) Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. 

Ada kenikmatan tersendiri bagi orang yang hidup menggelandang. 

 Menurut Dimas Dwi Irawan, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-

orang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut, yaitu :90 

1. Merantau dengan modal nekad. 

Dari gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dalam kehidupan 

masyarakat khususnya di kota-kota besar, banyak dari mereka yang 

merupakan orang desa yang ingin sukses di kota tanpa memiliki 

kemampuan ataupun modal yang kuat. Sesampainya di kota, mereka 

berusaha dan mencoba meskipun hanya dengan kenekatan untuk 

bertahan menghadapi kerasnya hidup di kota. Belum terlatihnya mental 

ataupun kemampuan yang terbatas, modal nekat, dan tidak adanya 

 
90 Dimas Dwi Irawan, op.cit., hlm. 6. 
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jaminan tempat tinggal membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa di 

kota sehingga mereka memilih menjadi gelandangan dan pengemis. 

2. Malas Berusaha. 

Prilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa 

usaha, payah cendrung membuat sebagian masyarakat menjadi malas 

dan ingin enaknya saja tanpa berusaha terlebih dahulu. 

3. Cacat fisik. 

Adanya keterbatasan kemampuan fisik dapat juga mendorong seseorang 

untuk memilih seseorang menjadi gelandangan dan pengemis dibidang 

kerja. Sulitnya lapangan kerja dan kesempatan bagi penyandang cacat 

fisik untuk medapatkan pekerjaan yang layak membuat mereka pasrah 

dan bertahan hidup dengan cara menjadi gelandangan dan pengemis. 

4. Tidak adanya lapangan pekerjaan. 

Akibat sulit mencari kerja, apalagi yang tidak sekolah atau memiliki 

keterbatasan kemampuan akademis akhirnya membuat langkah mereka 

seringkali salah yaitu menjadikan minta-minta sebagai satu-satunya 

pekerjaan yang bisa dilakukan. 

5. Tradisi yang turun temurun. 

Menggelandangn dan mengemis merupakan sebuah tradisi yang sudah 

ada dari zaman kerajaan dahulu bahkan berlangsung turun temurun 

kepada anak cucu. 

6. Mengemis dari pada menganggur. 
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Akibat kondisi kehidupan yang serba sulit dan didukung oleh keadaan 

yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan membuat beberapa orang 

mempunyai mental dan pemikiran dari pada menganggur maka lebih 

baik mengemis dan menggelandang. 

7. Harga kebutuhan pokok yang mahal. 

Bagi sebagian orang, dalam menghadapi tingginya harga kebutuhan 

pokok dan memenuhi kebutuhannya adalah dengan giat bekerja tanpa 

mengesampingkan harga diri, namun ada sebagian yang lainnya lebih 

memutuskan untk mengemis karena berfikir tidak ada cara lagi untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. 

8. Kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut. 

Kebanyakan gelandangan dan pengemis adalah orang tidak mampu 

yang tidak berdaya dalam menghadapi masalah ekonomi yang 

berkelanjutan. Permasalahan ekonomi yang sudah akut mengakibatkan 

orang-orang hidup dalam krisis ekonomi hidupnya sehingga menjadi 

gelandangan dan pengemis adalah sebagai jalan bagi mereka untuk 

bertahan hidup. 

9. Ikut-ikutan saja. 

Kehadiran pendatang baru bagi gelandangan dan pengemis sangat sulit 

dihindari, apalagi didukung oleh adanya pemberitaan tentang 

gelandangan dan pengemis yang begitu mudahnya mendapat uang di 

kota yang akhirnya membuat mereka yang melihat fenomena tersebut 
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ikut-ikutan dan mengikuti jejak teman-temannya yang sudah lebig 

dahulu menjadi gelandangan dan pengemis. 

10. Disuruh orang tua. 

Biasanya alasan seperti ini ditemukan pada pengemis yang masih anak-

anak mereka bekerja karena diperintahkan oleh orangtua nya dan dalam 

kasus seperti inilah terjadi eksploitasi anak. 

11. Menjadi korban penipuan. 

Penyebab seseorang menjadi gelandangan dan pengemis tidak menutup 

kemungkinan disebabkan oleh karena kondisi mereka yang menjadi 

korban penipuan. Hal ini biasanya terjadi di kota besar yang memang 

rentan terhadap tindak kejahatan apalagi bagi pendatang baru yang baru 

sampai di kota. Pendatang baru ini sering mengalami penipuan seperti 

yang disebabkan oleh hipnotis dan obat bius. Peristiwa seperti itu dapat 

membuat trauma bagi yang mengalaminya dan akibat tidak adanya 

pilihan lain akhirnya merekapun memutuskan untuk menjadi peminta-

minta untuk bisa pulang dan bertahan hidup di kota. 

C. Pengertian Pidana dan Pemidanaan. 

 Menurut sejarah, istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal 

VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan 

istilah hukum penjara.91 

 
91 Marlina, Hukum Panitensier, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 13. 
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 Van Hamel menyatakan bahwa arti dari pidana atau straf menurut hukum positif 

adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan 

yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung 

jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata 

karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus 

ditegakkan oleh negara.92 

 Menurut Simons, pidana atau straf itu adalah suatu penderitaan yang oleh 

undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, 

yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.93 

 Menurut Alga Jassen, pidana atau straf adalah alat yang dipergunakan oleh 

penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu 

perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah 

mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh 

terpidana atasa nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia 

telah tidak melakukan tindak pidana.94 

 Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan 

kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat 

pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagai layaknya.95 Pidana itu 

sendiri didalam hukum pidana bukanlah suatu tujuan melainkan sebagai alat yang 

pada saat dilaksanakan akan berakibat berupa penderitaan atau rasa yang tidak enak 

bagi yang bersangkutan yang disebut terpidana. 

 
92 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia , Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 19. 
93 P.A.F. Lamintang, Hukum Panitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, hlm. 35. 
94 Marlina, op.cit. hlm. 18. 
95 Tolib Setiady, op.cit. hlm. 21 
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 Menurut Sudarto perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan kata 

penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 

diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya 

(berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut 

bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini 

berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, 

yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang yang kerap kali senonim dengan 

pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. penghukuman 

dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling.96 

 Andi Hamzah menyatakan bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan 

pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut 

strafoemeting dan dalam bahasa Inggris disebut sentencing.97 

 Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan 

pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana 

itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang 

sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan 

suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut timbullah suatu pernyataan 

apakah dasar pembenarannya penjatuhan pidana, sedangkan undang-undang 

hukum pidana itu diadakan justru untuk melindungi kepentingan hukumnya, maka 

dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan. Yaitu :98 

1. Teori Retribusi. 

 
96 P.A.F. Lamintang, op.cit. hlm. 36. 
97 Tolib Setiady, op.cit. hlm. 21. 
98 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 84. 
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Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai 

seuatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi 

dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh 

karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena 

kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang 

berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat 

akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli 

apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. 

Dalam teori ini dipandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/ mutlak 

yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. 

Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas 

dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. 

Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran 

pembalasan melalui lex talionos (dalam kitab perjanjian lama digambarkan 

sebagai eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, 

burn for burn, wound to wound, strife for strife). 

2. Teori Deterrence. 

Berbeda dengan pandanga retributif yang memandang penjatuhan sanksi 

pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka deterrence memandang 

adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan, 

yaitu tujuan yang lebih bermanfaat. 

Sehubungan dengan hal tersebut ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi 

Arif bahwa, pidana dijatuhkan bukan quai peccatum est (karena orang 
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membuat kejahatan) melainkan ne peccatum (supaya orang jangan 

melakukan kejahatan). 

3. Teori Rehabilitasi. 

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok deterrence karena 

memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew 

Ashworth sesungguhnya rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan 

pidana yang berbeda dengan pandangan deterrence. Bila tujuan utama dari 

teori deterrence adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya 

kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi 

atau memperbaiki pelaku. 

4. Teori Incapacitation. 

Merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat  

selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat  

pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian 

dari deterrence akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap 

tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan deterrence. 

Teori ini ditujukan kepada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada 

masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, carier 

criminal, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau 

perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena jenis pidana mati 

juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini. 

5. Teori Resosialisasi. 
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Velinka dan Ute menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses yang 

mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan 

kebutuhan sosialnya. Dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah 

mengusung pelaku masuk dalam bentuk pemidanaan yang manusiawi dan 

lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik 

karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir 

masa hukuman untuk mempersipakan diri memasuki masa kebebasan. 

6. Teori Reparasi, Restitusi dan Kompensasi. 

Reparasi dapat diartika sebagai perbuatan untuk menggantikan kerugian 

akibat dari sesuatu yang tidak benar. Semenatara restitusi dapat diartikan 

sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus 

berkaitan dengan kepemilihan atau status. Kompensasi sendiri diartikan 

sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan 

oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan 

sebagai proses selanjutnya. 

7. Teori Intergratif. 

Pallegrino Rossi, mengemukakan teori gabungan yang dalam teori 

pemidanaan yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut 

vereninging teorieen. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas dari 

utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan 

yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai 

pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak 

dalam masyarakat. 

::repository.unisba.ac.id::



55 
 

 
 

 Mengenai stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP 

dalam Bab ke- 2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih 

jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:99 

1. Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 1948 

No. 77). 

2. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749). 

3. Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741). 

4. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan. 

 KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis 

pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, 

pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana pokok dengan pidana 

tambahan: 

Pidana Pokok terdiri dari: 

1. Pidana mati. 

Pidana mati atau disebut dengan doodstraf atau death penalty adalah pidana 

yang dijatuhkan terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 10 KUHP). 

Pidana mati adalah pidana terberat berdasarkan Pasal 69 KUHP maupun 

berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia. 

2. Pidana penjara. 

 
99 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Jaka rta, 2002, 

hlm. 25. 
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Pidana penjara adalah pidana yang berupa hilangnya kemerdekaan seumur 

hidup atau untuk sementara waktu yang harus dijalani narapidana di dalam 

lembaga pemasyarakatan. Sifatnya menghilangkan dan atau membatasi 

kemerdekaan bergerak dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu 

tempat (lembaga pemasyarakatan). Terpidana tidak bebas untuk keluar 

masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, menaati, dan menjalankan 

semua peraturan tata tertib yang berlaku.100 

3. Pidana kurungan. 

Pidana kurungan atau disebut hechtenis menurut Pasal 10 KUHP dan Pasal 

18 KUHP adalah pidana hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara 

yang lebih ringan daripada pidana penjara. 

4. Pidana denda. 

Pidana denda atau disebut dengan boete, geldboete, fine adalah pidana yang 

berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pidana denda diancamkan pada 

banyak jenis pelanggaran (lihat Buku III KUHP) baik sebagai alternatif 

maupun berdiri sendiri.101 

5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946). 

Pidana tutupan adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang tertentu yang 

berupa pencabutan kemerdekaan berdasarkan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. Biasanya pidana tutupan dijatuhkan hanya bagi 

 
100 Adami Chazawi, Bagian I Pelajaran Hukum Pidana , Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 32. 
101 Ibid, hlm. 40. 
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orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang 

patut dihormati, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 

jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.102 

Pidana Tambahan terdiri dari: 

1. Pencabutan hak-hak tertentu. 

Pidana pencabutan hak-hak tertentu menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, 

adalah pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat 

mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan. Hak-hak yang 

dicabut adalah sebagai berikut:103 

(1) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 

(2) hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI; 

(3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan 

aturan-aturan umum; 

(4) hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, 

hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas 

atas anak yang bukan anak sendiri; 

(5) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 

pengampuan atas anak sendiri; 

(6) hak menjalankan mata pencaharian. 

2. Perampasan barang-barang tertentu. 

 
102 Ibid, hlm. 43. 
103 Ibid, hlm. 44-45. 

::repository.unisba.ac.id::



58 
 

 
 

Pidana perampasan barang tertentu adalah hukuman perampasan barang 

sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, 

tidak untuk semua barang.104 Ada dua jenis barang yang dapat dirampas 

melalui putusan hakim pidana, yaitu: 

a) barang-barang yang berasal /diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari 

pelanggaran), adalah corpora delictie yang berarti barang bukti, 

misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari 

kejahatan pemalsuan surat.105 

b) barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, adalah 

instrumenta delictie, yang berarti sarana dengan mana kejahatan 

dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan, misalnya pisau yang 

digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci 

palsu yang digunakan dalam pencurian dan sebagainya.106 

3. Pengumuman keputusan hakim. 

Pidana pengumuman putusan hakim adalah pidana pengumuman putusan 

hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan 

dalam undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128 ayat (3) KUHP, 

Pasal 206 ayat (2) KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 ayat (1) KUHP, Pasal 

395 ayat (1) KUHP, Pasal 405 ayat (2) KUHP. Setiap putusan hakim 

memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila 

tidak putusan batal demi hukum, sesuai ketentuan Pasal 195 KUHAP yang 

 
104 Ibid, hlm. 49-50. 
105 Marjane Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 88. 
106 Ibid, hlm. 182. 
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tertulis bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai 

kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pidana 

pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu 

putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam 

pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara 

melaksanakan pengumuman itu. Maksud dari pengumuman putusan hakim 

yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-

orang tertentu, agar tidak melakukan tindakan pidana yang sering dilakukan 

orang. Maksud lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar 

berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang 

dapat disangka tidak jujur, sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan.107 

D. Pengertian Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, dan Jenis Tindak 

Pidana. 

a. Pengertian Tindak Pidana 

 Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu 

“strafbaar feit”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “strafbaar feit”  

untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-

Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa 

sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit”.108 

 Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbarfeit itu dalam arti yang berbeda, 

diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan 

 
107 Adami Chazawi, op.cit. hlm. 53-54. 
108 Andi Sofyan dan Nur Azisa, op.cit. hlm. 96. 
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yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi 

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.109 

 Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan 

perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan 

ancaman pidana.110 

 Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam 

dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan 

dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.111 

 Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu 

pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan 

diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 

kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang 

oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat 

dihukum.112 

Sementara perumusan strafbaar feit menurut Van Hamel dalam buku Satochid 

Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, 

bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.113 

Tindak pidana adalah kebersamaan dari kejahatan yang secara yuridis berarti 

segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, diatur dalam hukum pidana, 

relatifnya tergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu 

 
109 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, 

Jakarta, 2004, Hlm. 54. 
110 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, Hlm. 81. 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
113 Satochid Kartanegara , loc.cit. 
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kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang 

bersifat abstrak. Abstrak dalam arti tidak dapat diraba, ada pula perbedaan antara 

“mala in se” dengan “mala prohibita”. Mala in se adalah suatu perbuatan yang 

tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangkan mala 

prohibita adalah suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai kejahatan 

apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam perundang-undangan.114 

 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa 

sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana 

biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata 

delictum. 

 Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik 

adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran 

terhadap undang-undang tindak pidana”.115 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah 

perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan 

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan 

pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan umum. 

b. Unsur Tindak Pidana 

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :116 

1) Unsur-unsur formal : 

 
114 Made Darma Weda, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 11. 
115 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm. 219. 
116 Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I, CV. ARMICO, Bandung, 1990, hlm. 116. 
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a. Perbuatan sesuatu; 

b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan; 

c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai 

perbuatan terlarang; 

d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana. 

2) Unsur-unsur materil : 

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-

benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut 

dilakukan. 

 Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi 

rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat 

dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.117 

 Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur 

dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam 

yaitu :118 

a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke 

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. 

b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada 

hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan 

mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. 

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:119 

 
117 Andi Sofyan dan Nur Azisa, op.cit. hlm. 100. 
118 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 69. 
119 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 48-49. 
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a. Unsur Objektif 

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan 

terdiri dari: 

1) Sifat melanggar Hukum. 

2) Kualitas dari si pelaku. 

3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 

dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 

b. Unsur Subjektif 

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di 

hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu 

yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari : 

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 

1 KUHP. 

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, 

penipuan, pemerasan, dan sebagainya. 

4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 

KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. 

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP. 

 Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan 

perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain 
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berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain 

berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah : 

a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, 

(Bijkomende voor waarde strafbaarheid) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 

531 KUHP. 

b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, 

(Voorwaarden van verlog baarheid) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP. 

 Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur 

tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau 

peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh 

karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut 

tidak dapat di pidana. Unsur atau elemen perbuatan pidana terd iri dari :120 

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan). 

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi 

maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal 

tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana 

pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS. 

2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan. 

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus 

dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus 

 
120 Reindra Gaib, “Elemen-Elemen Perbuatan Pidana Dan Kemampuan Pertanggungjawaban 

Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Lex Crimen, Vol. VII, No.5, Juli 2018, 

Hlm. 42-43. 
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menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka 

umum. 

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 

Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa 

telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi 

pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu 

diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiaayan 

diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi 

jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman ancaman 

pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian 

menjadi tujuh tahun. 

4. Unsur melawan hukum yang objektif. 

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif 

yang menyertai perbuatan. 

5. Unsur melawan hukum yang subjektif. 

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan 

itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “ dengan 

maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan 

tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang 

yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil 

barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan 

tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinnya jelek, yaitu mengambil 
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barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya 

menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. 

 Aliran monisme adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif (perbuatan 

pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu bagian yang 

utuh. Semua unsur delik tersebut diatas harus terpenuhi jika akan memidana 

seorang pelaku.121 

 Menurut aliran monoisme unsur-unsur peristiwa pidana merupakan syarat 

seseorang untuk dipidana. Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana dan 

hendak dijatuhi pidana harus dipenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dan 

jika salah satu unsure tidak ada maka tidak boleh dipidana. Unsur delik menurut 

aliran monisme adalah sebagai berikut :122 

a. Perbuatan mencocoki rumusan delik. 

b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). 

c. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf) 

 Aliran Dualisme yaitu aliran yang memisahkan antara unsur-unsur tindak 

pidana yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur 

pertanggungjawaban pidana).123 

 Jadi secara sederhana unsur delik menurut aliran dualisme adalah sebagai 

berikut :124 

a. Unsur Perbuatan (unsur objektif) : 

1. Perbuatan mencocoki rumusan delik. 

 
121 Andi Sofyan dan Nur Azisa, op.cit. hlm. 103. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
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2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). 

b. Unsur Pembuat (unsur subjektif) : 

1. Dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Ada Kesalahan (tidak ada alasan pemaaf). 

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana. 

 Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar 

tertentu, antara lain sebagai berikut:125 

a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 

kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 

Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” 

itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku 

ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem 

hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan. 

b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel 

Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana 

formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 

KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya 

adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang 

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan 

dipidana. 

 
125 Moeljatno, op.cit. hlm. 47. 
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c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak 

pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose 

delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam 

KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu 

sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP 

(membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib 

disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) 

orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 

KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka. 

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan 

aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk 

mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang 

berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 

KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara 

formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya 

berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 

KUHP. 

2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya 

berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif 

atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan 

dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak 

menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. 

::repository.unisba.ac.id::



69 
 

 
 

 Berdasarkan paparan di atas maka dapat dikatakan bahwa jenis-jenis tindak 

pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak 

pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana 

tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. 

 Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, 

kejahatan (minsdrijven) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran 

overtredigen yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan 

dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :126 

a. kejahatan adalah rechtsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang 

bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu 

diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, 

perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan 

dengan keadilan. 

b. Pelanggaran adalah wetsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari 

oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang 

menyebutkan sebagai delik. 

E. Pengertian Kejahatan dan Pelanggaran 

a. Pengertian Kejahatan 

 Dalam bahasa Belanda kejahatan disebut misdrijven yang berarti suatu 

perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada 

perbuatan melanggar hukum mengenai definisi kejahatan adalah merupakan bagian 

dari perbuatan melawan hukum atau delik.127 

 
126 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar lampung, 2007, Hlm. 86. 
127 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 71. 
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 Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa : “secara yuridis formal, kejahatan 

adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan 

(immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta 

undang-undang pidana.128 

 Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa : “secara sosiologis, kejahatan 

adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan 

osial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan 

menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam 

undang-undang pidana).”129 

 Menurut Moeljatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang 

kejahatan dan kelakuan buruk dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan 

dan kelakuan buruk itu.130 Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelangggaran, 

artinya perbuatan menurut Undang-undang diancam dengan pidana, dan 

kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk.131 

 Kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu 

kejahatan juga, jika semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan 

kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan 

pendapat. Beberapa Definisi kejahatan sebagai berikut :132 

 
128 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, PT Aksara Baru, Jakarta, 

1983, Hlm. 13. 
129 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998, 

Hlm. 4. 
130 Moeljatno, Kriminologi, Bina Aksara, Bandung, 1986, Hlm. 3. 
131 Ibid. 
132 A. Gumilang, Kriminalistik, Angkasa, Bandung, 1993, Hlm. 4. 
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1. Kejahatan dibedakan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara 

sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu 

perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau 

dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah 

perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat 

merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman 

dan ketertiban. 

2. Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat moderen atau tingkah 

laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, 

hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya. 

3. Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan 

sadar dari negara berupa pemberian penderitaan. 

 Bambang Poernomo mengatakan Bahwa kejahatan adalah perilaku yang 

bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak 

sesuai dengan pedoman masyarakat.133 

 Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kejahatan 

tergantung pada sasaran kejahatannya, sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa 

yang dikutip dari buku Tri Andrisman bahwa : “jenis kegiatan menurut sasaran 

kejahatannya yaitu : kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, 

penganiayaan, kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), 

 
133 Bambang Poernomo, Orientasi Hukum Acara Pidana, Amarta, Yogyakarta, 1998, Hlm. 4. 
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kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian) kejahatan terhadap 

keamanan negara.’’134 

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan 

masyarakat, sehingga negara menjatuhkan pidana. Namun demikian pidana bukan 

satu-satunya sarana untuk memberantas kejahatan, yang lebih penting lagi adalah 

menghapuskan penyebab timbulnya kejahatan.135 Dalam hukum pidana (yuridis-

normatif), kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar undang-undang, 

yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Bahkan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dipersempit lagi bahwa kejahatan itu merupakan 

bagian dari suatu tindak pidana (lihat Buku II KUHP). Sedangkan kajian 

kriminologi sudut pandangnya lebih luas, dimana melihat kejahatan bukan hanya 

memandang kejahatan dari aspek yuridis, namun meliputi pula perbuatan-

perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat (a-

social), termasuk perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah-

masalah social yang dapat mendorong munculnya kejahatan (Pathologi sosial).136 

Orang yang berkecimpung di dunia hukum (pidana) istilah yang dipakai terhadap 

perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana disebut “Tindak Pidana” 

(crime) yang didalamnya meliputi “kejahatan” dan “pelanggaran”.137 

b. Pengertian Pelanggaran 

 
134 Tri Andrisman, Op.cit. hlm. 9. 
135 Nandang Sambas dan Dian Andriasari, Kriminologi Perspektif Hukum Pidana, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2019, hlm. 5-6. 

136 Ibid. 
137 Ibid. 
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 Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan 

Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu 

menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik 

hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang 

sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik 

undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-

undang.138 Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, 

tidak ada perbedaaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran. Hanya pada 

Pelanggaran tidak pernah diancam pidana.139 

 Delik undang-undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang 

secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah 

perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat. 

 Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi 

menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada 

hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama- sama delik atau 

perbuatan yang boleh dihukum.140 

 Lamintang, dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia menyatakan 

bahwa Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan 

pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah 

tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang.141 

 
138 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 106. 
139 Ibid. 
140 Samidjo, Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana, CV Armico, Bandung, 1985, hlm. 86. 
141 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2013, hlm. 210. 
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 Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah: 

“overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbutan yang melanggar sesuatu 

dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan 

hukum.142 

 Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran 

adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu 

merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan 

oleh penguasa negara.143 

Adapun beberapa unsur-unsur pelanggaaran yaitu: 

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan. 

2. Menimbulkan akibat hukum. 

F. Pengertian Viktimologi. 

Viktimologi, berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban dan logos 

yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang 

mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat 

penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan 

sosial.144 

Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, 

viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan 

sebagai penal or special victimology. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya 

 
142 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33. 
143 Bambang Poernomo, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 

40. 
144 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, 

Yogyakarta, 2010, hlm 43. 
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mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada 

fase ini desebut sebagai general victimology. Fase ketiga, viktimologi sudah 

berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan 

kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai new 

victimology.145 

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan 

sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan 

sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang 

sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta 

memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak 

mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, 

profesinya dan lain-lainnya. 

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak 

dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek 

yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, 

bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban 

kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. 

Menurut kamus Crime Dictionary,146 yang dikutip Bambang Waluyo, Victim 

adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, 

kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha 

pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Selaras 

 
145 Ibid., hlm. 44-45. 
146 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar 

Grafika, 2011, hlm 9. 
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dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita,147 yang menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah 

sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang 

lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. 

Menurut J.E.Sahetapy, pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang 

membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief 

Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek 

yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan 

penghidupannya.148 

Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana 

seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak 

selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, 

dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.149 

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan 

penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari 

kepentingan tertentu. 

 Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik 

maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. 

Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi :150 

 
147 Ibid. 
148 J.E. Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 158. 
149 Rena Yulia, op.cit, hlm. 45. 
150 Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan , LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 

22. 
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a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, 

perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar 

fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala 

internasional; 

b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara 

pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau 

yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup; 

c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri 

dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri; 

d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, 

alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain; 

e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek 

peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi 

diskriminasi perundangundangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan 

stigmastisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya. 
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